PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM

Menimbang

Mengingat

DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan tata cara pengelolaan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta sinkronisasi
dengan  Peraturan Perundang-Undangan, maka perlu
melakukan perubahan ketiga terhadap Peraturan Bupati
Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

1.

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2010 Nomor 10);

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan Tahun 2019 Nomor 8);

7. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan
Organiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 3);

8. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016
Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan Tahun 2018 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG TATA
CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN.



Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 11 dalam Peraturan Bupati Nomor 30
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan Tahun 2016 Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan:

a.

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2018 Nomor 29);

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 Nomor 6);

diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 11

Perhitungan teknis objek pajak dilakukan oleh Wajib Pajak
dan diverifikasi oleh Bapenda.

Penetapan dan ketetapan pajak diperhitungkan sesuai
dengan isian SPTPD yang telah diteliti.

(2a) Penetapan dan Ketetapan Pajak untuk Rekanan Pihak Ketiga

(3)

(4)

wajib melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan
analisa dari Kontrak serta Pernyataan kebenaran RAB dan
Analisa dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (2A) ditetapkan pajak terutang dengan penerbitan
SKPD.

Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak
atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dan
ditagih dengan menerbitkan STPD.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 31 Maret 2021

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

-

POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua

pada tanggal 31 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

i

H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 10



